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1 Pasangan intim lebih mungkin melakukan kekerasan, melukai, memperkosa maupun melakukan 
pembunuhan terhadap perempuan dibanding orang lain. Mohammad Hakimi, et al., Membisu 
Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia. 
(Yogyakarta: LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange, 
2001), hlm. 6 
2 Lori Heise, et al., Ending Violence Against Women. Population Report, Johns Hopkins University 
School of Public Health - Population Information Program, Baltimore., hlm. 1; Claudia Gracia-
Moreno, et al., 2005, WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence agains 
Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's Responses. (Geneva: WHO 
Press, 1999), hlm. 29 
3 Emma Fulu, et al., 2013, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How We Can Pre-
veni It? Quantitative Finding from The United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in 
Asia and The Pacific. UNDP - UNFPA - UN Women and UNV, Bangkok., hlm. 27 
4 Mohammad Hakimi, et al., Membisu Demi Harmoni..., hlm. 55 
5 Emma Fulu, et al., Why Do Some Men..., hlm. 29 
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6 KDRT/RP adalah kekerasan terjadi dalam ling kup rumah t angga (KDRT) atau relasi personal (RP), 
seperti kekerasan terhadap istri atau mantan istri, kekerasan oleh pacar atau mantan pacar, 
kekerasan terhadap anak perempuan, serta kekerasan seksual oleh orang yang dikenal. Lihat Kristi 
Poerwandari, et al., Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta: Komnas-
Perempuan, 2002), hlm. 46, 50-91 
7 Lihat, Komnas Perempuan, Refleksi 10 Tahun Reformasi: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap 
Perempuan Tahun 2007, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008); Idem, Kerentanan Perempuan Ter-
hadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga 
Negara: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008, (Jakarta: Komnas Per-
empuan 2009); idem, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran 
Relasi Kekuasaan yang Timpang, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2009, 
(Jakarta: Komnas Perempuan, 2010); idem, Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya 
Kendali Negara, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2010, (Jakarta: Komnas 
Perempuan, 2011); idem, Stagnasi Sistem Hukum Menggantung Asa Perempuan Korban: Catatan 
Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2012); idem, Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Ta-
hunan tentang Kekerasan  terhadap Perempuan Tahun 2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013). 
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8 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Penerbit PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 
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9 Sumber data; Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2008 s/d 2012 
10 Mahkamah Agung RI, Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 
(Edisi Revisi 2010), (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 54-56; Mahkamah Agung, Buku II: 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Harun, Ibrahim Ahmad, Ed., (Ja-
karta: Mahkamah Agung, 2013), hlm. 65 
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11 Sulistyowati Irianto yang melihat dikotomi ranah pidana dan perdata pada perkara hukum 
keluarga sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan lagi dan mengusulkan adanya 
pengintegrasian penyelesaian masalah pidana dan perdata hukum keluarga dalam satu pengadilan 
yang sama. Lihat, Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: 
Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 
hlm. 326 
12 Asosiasi LBH-APIK, Pengadilan Keluarga Terpadu. Suara Apik, Asosiasi LBH-APIK Indonesia, Ja-
karta. Lihat juga, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya - Asosiasi LBH-
APIK Indonesia - JKP3, 2014, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan 
Keluarga, (Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya - Asosiasi LBH-
APIK Indonesia - JKP3, 2013) 
13 Lihat Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, 2010, Rekomendasi Hasil-hasil Seminar dan Loka-
karya Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan 
Agama di Indonesia. (Jakarta: Rifka Annisa – Badilag MARI – LBH APIK Jakarta, 2010); Saeroni 
(eds.), Proceding Strategi pengintegrasian Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta, Rifka Annisa, 2009); Ninik Ra-
hayu, et al., Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kdrt Melalui Peradilan 
Agama: Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan 
Anak di Peradilan Agama. (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2014). 
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14 Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-interaksi Kelompok Butuh Perempuan dalam 
Perubahan Sosial, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm 27-28 
15 Niken Savitri, “Feminist Legal Theory Dalam Teori hukum. Perempuan dan Hukum: Menuju 
Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, dalam Sulistyowati Irianto and Antonius Ca-
hyadi, Runtuhnya Sekat Perdata..., hlm. 56-57 
16 Lihat dalam mukadimah deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana 
telah diterjemahkan dalam Kristi Poerwandari, et al., Peta Kekerasan..., hlm. 41 
17 Lori Heise, et al., Ending Violence Against…, hlm. 1 
18 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55   
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19 Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakar-
ta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14 
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20 Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 12 
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21 Badilag.net, 2009a, Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi 
Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009. Badilag 
MARI, Jakarta.  
Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013 di 
http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20PERKARA%20CT%20CG%20PE 
RK%20LAIN%20DITERIMA%20TAHUN%202009.pdf 
22 Badilag.net, 2010a, Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima 
Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010. 
Badilag MARI, Jakarta.  
Sebagaimana diakses pada tanggal 2 Juni 2013 di 
http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/DATA%20PERKARA%20CERAI%20TALA%20CERAI 
%20GUGAT%20DAN%20PERKARA%20LAIN%20YANG%20DITERIMA.pdf 
23 24Badilag.net, 2011a, Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi 
Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011. Badilag 
MARI, Jakarta. 
Sebagaimana diakses pada tanggal 2 Juni 2013 di 
http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/Subdit%20Stadok/Tabel%20III.pdf 
24 Infoperkara.badilag.net, 2012, Laporan Perkara Yang Diterima Pada Wilayah Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama Tahun 2012. Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diakses pada tanggal 2 
Juni 2013 
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25 Lihat Badilag.net, 2009b, Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah 
Syar'iah/Pengadilan Agama, Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama 
Seluruh Indonesia Tahun 2009. 2009.pdf, TABEL REKAP FAKTOR2 PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN, 
Ed., Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013; Badilag.net, 2010b, 
Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propin-
si/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010. 2010.pdf, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 
TERJADINYA PERCERAIAN tahun, Ed., Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 
Juni 2013; Badilag.net, 2011b, Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada 
Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama 
Seluruh Indonesia Tahun 2011 2011.pdf, Rekap faktor perceraian tabel, Ed., Badilag MARI, Jakarta. 
Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013; Purwosusilo, 2013, Respon Peradilan Agama Ter-
hadap UU PKDRT dan UU PA. Makalah disampaikan pada acara “Seminar Meningkatkan Respon 
KUA, BP4 dan Pengadilan Agama dalam Penanganan KDRT dan Pernikahan Usia Dini, yang 
diselenggarakan oleh Rifka Annisa, tanggal 10 Juli 2013, Rifka Annisa, Yogyakarta. Berdasarkan 
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data Badilag MARI sebenarnya pada tahun 2012 terdapat 313.735 perkara perceraian, namun 
penulis belum menemukan data terkait faktor-faktor penyebab perceraian secara lengkap. Lihat 
jumlah perkara perceraian tahun 2012 pada Infoperkara.badilag.net, 2012 Sebagaimana diakses 
pada http://infoperkara.badilag.net/ pada tanggal 30 Juni 2013 
26 Lihat penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; pasal 19 huruf a PP 
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawi-
nan; pasal 116 huruf a KHI 
27 Lihat, Ibid, pasal 116 huruf d KHI 
28 Lihat Ibid, pasal 116 huruf f KHI 
29 Alasan perceraian karena melanggar sighat taklik talak ini diatur dalam pasal 116 huruf g KHI 
dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990; Muhammad Syafiuddin, et al., Hukum Per-
ceraian. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. hlm.212; Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara 
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 5 ed., (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 403-410 
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30 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II. 
(Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 152 dan 154; idem, Pe-
doman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II. (Jakarta: Dirjen Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 158  
31 Lihat sebagaimana berdasar pasal 66 ayat (1) (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 129 KHI, dan 
pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun. 1989 Jo pasal 132 KHI. 
32 Lihat pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
33 Sebagaimana dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 41 UU No. 
23 Tahun 2004 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pember-
lakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 
maupun Edisi Revisi 2012. Lihat Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas (2011), hlm. 152 
dan 154; Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas (2013), hlm. 158 
34 Lihat pasal 77 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 
35 Sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1979; Mahkamah Agung, Pedoman 
Pelaksanaan Tugas (2011), hlm. 152 dan 154; Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas 
(2013), hlm. 158 
36 Perkara cerai talak diatur dalam dalam pasal 149 dan 158 KHI, sedang cerai gugat berdasarkan 
pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan atas alasan lil istibra’. Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksa-
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naan Tugas (2011), hlm. 152 dan 154; Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas (2013), 
hlm. 158; lihat juga yurisprudensi Mahmakah Agung perkara cerai talak nomor 410 K/AG/2010 
yang menetapkan nafkah iddah dan mut’ah secara ex-officio dan perkara cerai gugat nomor 276 
K/AG/2010 
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No No Perkara Jenis Kasus  Tuntutan Mut'ah Putusan PA Putusan PTA Putusan Kasasi 

1 554 K/AG/2012 Cerai Talak Tindak Dituntut Rp 10.000.000,‐ Rp 25.000.000,‐ Tidak diterima37 

2 120 K/AG/2011 Cerai Talak Rp 30.000.000,‐ Rp 1.500.000,‐ Rp 6.000.000,‐ Tidak diterima38 

3 403 K/AG/2012 Cerai Talak Rp 100.000.000,‐ Rp 10.000.000,‐ Rp 10.000.000,‐ Rp 30.000.000,‐ 

4 107 K/AG/2011 Cerai Talak Rp 50.000.000,‐ Rp 5.000.000,‐ Rp 5.000.000,‐ Rp 5.000.000,‐ 

5 108 K/AG/2011 Cerai Talak Rp 35.000.000,‐ Rp 1.000.000,‐ Rp 1.500.000,‐ Rp 5.000.000,‐ 

6 109 K/AG/2011 Cerai Talak Rp 10.000.000,‐ Rp 1.500.000,‐ Menguatkan Rp 10.000.000,‐ 

7 05/K/AG/2011 Cerai Talak Rp 10.000.000,‐ Rp 5.000.000,‐ Rp 5.000.000,‐ Rp 10.000.000,‐ 

 
37 Permohonan kasasi tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal, yakni tidak 
mengajukan memori kasasi 
38 Permohonan kasasi tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal, yakni tidak 
mengajukan memori kasasi  
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39 Lihat Notulensi Workshop Pengintegrasian UU No. 23/2004 dan UU No. 23/2002 di Pengadilan 
Agama, tanggal 22- 24 Desember 2013, yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa bekerjasama 
dengan Badan Peradilan Agama Republik Indonesia 
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